
WALIKOTA AMBON 
PROVINS! MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA AMBON 

NOMOR 55 TAHUN 2018 
TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA AMBON, 

L� 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah No- 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2018 No perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 tentng Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II 
dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Perubahan 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4502); 
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No 49, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4712); 
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23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
25.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 19 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota 
Ambon Tahun 2017 Nomor 43 ); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Dan 

WALIKOTA AMBON 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 182.952.217.679,00,- 
b. Dana Perimbangan Rp. 898.231.558.000,00,- 
c. Lain-lain Pendapatan Rp. 177.038.507.510,00,­ 

Yang Sah 

Juntlah Pendapatan Rp. l.258.222.283.189,00,- 
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2. Belanja Daerah 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 

Rp. 500.721.001.665,00,- 
Rp. 0,00,- 

Rp. 487.227.280,00,- 
Rp. 12.450.933.900,00,- 

5. Belanja 
Sosial 

Bantuan Rp. 12.430.000.000,00,· 
Rp. 0,00,- 

6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan 

K Rp. 109.677.498.400,00,- euangan kepada 
provinsi/kabupaten/ 
kotadan pemerintahan 
Desa. 

8. Belanja Tidak terduga _R�P- · -�3� .5�0�0�·�0� 0� 0� .0�0�0� .0�0� ,- 

Rp. 639.266.661.245,00,- 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (defisit) 

Rp. 13.800.742.900,00 
Rp. 457.712.311.319,00,­ 
Rp. 188.617.567.725.00 .- 

Rp. 660.130.621.944,00,­ 
Rp. l.299.397.283.189,00,­ 
Rp. (41.175.000.000,00,-) 

c. Pembiayaan Daerah 
a.Penerimaan Rp. 
b.Pengeluaran Rp. 
Jumlah Pembiayaan Netto 

43.640.000.000,00,- 
2.465.000.000,00,- 

Rp. 
Rp. 

41.175.000.000,00,- 
0,00,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan . 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

28 Desember 2018 

2018 
AMBON, 

KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 
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